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PENDAHULUAN

Meningkatnya kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan berkembangnya
perubahan regulasi pengelolaan keuangan mengakibatkan juga adanya peningkatan atensi terhadap
pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan tuntutan kualitas akuntabilitas yang telah diselenggarakan.
Pemenuhan prinsip-prinsip penyajian pelaporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
adalah merupakan salah satu bentuk komitmen dalam bidang pelaporan keuangan daerah. Penerapan
akuntansi berbasis akrual ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga pengukuran terhadap kinerja entitas dapat lebih terukur. Hal
tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mendorong terwujudnya good governance and clean
government, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat .
Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun trust publik terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan akuntansi di instansi-instansi pemerintahan di Indonesia sudah mulai menjadi
keharusan dan tuntutan jaman seiring dengan tuntutan reformasi yang semakin luas dan menguat dalam
satu dekade terahir. Tuntutan reformasi dalam hal ini adalah agar pemerintah mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas yang memadai kepada masyarakat, dan dalam konteks yang lebih luas pemerintah dituntut

untuk mewujudkan good and clean govermance.

Penyelenggaraan akuntansi menjadi sebuah kebutuhan karena adanya reformasi pelaporan
keuangan sebagai bagian dari reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara. Reformasi tersebut
ditandai dengan berlakunya paket Undang-undang di Bidang Keuangan Negara, yang terdiri dari Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan
bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh Komite Standar
AKuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan
SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban professional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam

lampiran II.

Adapun perkembangan akuntansi dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah telah di dorong
sejak keluarnya PP NO. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah tersebut salah satu peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah
sejak era otonomi daerah bergulir yang di tandai dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah.
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Di dalam pasal 35, PP 105/2000 disebutkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya di
dalam pasal 38 dinyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus disusun oleh
kepala daerah terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan
neraca. Akan tetapi, standar akuntansi pemerintahan itu sendiri pertama kali baru ditetapkan pada tahun
2005 dengan PP No. 24 Tahun 2005, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala yang muncul di dalam
penerapan akuntansi pemda.

11 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Audited Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi
keuangan,mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu dalam

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah agar Laporan
Keuangan tersebut dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan

menyediakan informasi dengan :

e  Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;

e  Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

e  Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran
yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

e Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta
hasil-hasil yang telah dicapai;

e Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh Kkegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya;

e Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal
dari pungutan pajak dan pinjaman;

e Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau

penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



1.2 KERANGKA HUKUM

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan
Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hal-hal yang menjadi landasan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai salah
satu Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang, Khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomr 32 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

8. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) khususnya lampiran Il Peraturan Walikota Bontang Nomor 27 Tahun 2012
tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, serta Buletin Teknis (Bultek) yang
diterbitkan oleh KSAP;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;
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17. Peraturan Walikota Bontang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

DESKRIPSI KEGIATAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pembuatan Laporan
Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang
dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:
1. Semester, yang dimulai dari periode Januari - Juni

2. Tahunan, yang dimulai dari periode Januari — Desember

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksana anggaran, laporan finansial, dan
CaLK. Laporan pelaksana anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan Finansial
terdiri dari Neraca, LO,LPE,dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merici atau menjelaskan lebih
lanjut atas pos-pos laporan pelaksana anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang

tidak terpisahkandari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
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2.1

2.2

BAB Il
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan
antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pada tahun 2020, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memperoleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 65.489.374.530,- dengan
capaian realisasi pendapatan dan belanja sebesar Rp. 57.467.463.462,- , dengan rincian tabel

terlampir :

Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

4 PENDAPATAN DAERAH 350.000.000 383.930.000 109.69
4.1 Pendapatan Asli Daerah 350.000.000 383.930.000 109,69
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli 350.000.000 383.930.000 109,69
Daerah yang Sah
5 BELANJA DAERAH 65.139.374.530 57.083.533.462 87,63
5.1 Belanja Tidak Langsung 7.645.048.344 7.274.359.075 95,15
5.1.1 | Belanja Pegawai 7.645.048.344 7.274.359.075 95,15
5.2 Belanja Langsung 57.494.326.186 49.809.174.387 86,63
5.2.1 | Belanja Pegawai 122.470.000 121.390.000 99,12
5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 21.805.215.894 20.094.149.651 92,15
5.2.3 | Belanja Modal 35.566.640.292 29.593.634.736 83,21
Jumlah Pendapatan dan
Belanja 65.139.374.530 57.083.533.462 87,63
NERACA

Fungsi pembuatan Neraca dalam proses akuntansi adalah sebagai tempat pencatatan
seluruh akun dan saldo total dalam suatu periode tertentu. Neraca juga dapat digunakan untuk
mempermudah dalam pengawasan pada setiap akun yang dimiliki. Pada Neraca Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang pada Tahun 2020 terdiri dari pos-pos Aset,
Kewajiban dan Ekuitas, dimana pos Aset terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada CaLK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan point Neraca dapat

di jelaskan sebagai berikut :
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a.

Saldo Kas
Saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp 2.420.000 sudah di setorkan ke Kas

Daerah pada tanggal 30 Desember 2020 dan Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran
sebesar Rp. 65.201.201,- sudah disetorkan ke kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2020
sehingga Kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran NIHIL

Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan
diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang
yang dimaksud untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat yang masih berada di
satuan kerja.

Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir
berdasarkan hasil pemeriksaan fisik stock opname barang habis pakai,sebagaimana
terlampir.

Tabel 2.2.1
Nilai Persediaan per 31 Desember 2020

1 Persediaan Alat Tulis Kantor 11.115.029
2 Persediaan barang cetakan 24.190.100
3 | Persediaan Peralatan Listrik 49.920.000
4 Persediaan Penerangan Jalan 312.112.151
5 Persediaan bahan baku bangunan 33.208.534
6 Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas 80.106.000
7 Persediaan bahan/bibit tanaman 17.771.600
8 Persediaan peralatan kebersihan dan bahan 29.708.323
pembersih
9 Persediaan Benda Pos 630.000
10 | Persediaan BBM 98.815.000
11 | Persediaan Bahan Makanan Pokok 10.029.690
12 | Persediaan Barang untuk diserahkan ke 252.044.400
masyarakat
13 | Persediaan peralatan kantor dan rumah tangga 88.156.850
14 | Persediaan perlengkapan Pertaman 125.144.600
15 | Persediaan Peralatan Komputer 27.137.845
16 | Persediaan Perlengkapan Taman 265.918.400
17 | Persediaan barang lainnya 42.780.400
Jumlah Persediaan 1.468.789.122
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Aktiva Tetap
Dalam akuntansi ada yang disebut dengan fixed asset atau aset tetap, yaitu aset yang

memiliki umur yang panjang atau permanen karena memiliki bentuk fisik serta dimiliki

dan digunakan oleh perusahaan dan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional.

Tabel 2.2.2
Aset tetap

Tanah 4.819.773.327,00 4.281.045.177,00
Peralatan dan Mesin 13.669.481.728,00 11.178.715.568,00
Gedung dan Bangunan 43.492.405.619,00 37.099.864.476,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 139.219.982.576,00 115.583.435.076,00
Aset Tetap Lainnya 2.007.136.606,00 1.974.268.391,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 690.066.900,00 528.367.400,00
Akumulasi Penyusutan (38.179.257.085,00) (22.650.360.837,00)

>

Penjelasan masing-masing akun Aset Tetap,antara lain:

1. Saldo Tanah di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per

31 Desember 2020 mencapai perolehan sebesar Rp. 4.819.773.327,- nilai
tersebut berasal dari Pengadaan di tahun 2019 sebesar Rp. 4.281.045.177,-
kemudian terdapat mutasi reklas antar KIB dari KIB C ke KIB A Sebesar Rp.
198.528.150,- dan mutasi tambah hibah dari pengembang/developer berupa
tanah untuk jalan, parit dan Fasilitas Umum Kawasan Perumahan Green Pesona
Permai sebesar Rp. 340.200.000,-

Peralatan dan Mesin di Tahun 2020 mencapai perolehan sebesar Rp.
13.669.481.728,- nilai tersebut di dapat dari Peralatan dan Mesin di Tahun 2019
sebesar Rp. 11.178.715.568,- kemudian terdapat mutasi tambah belanja modal
sebesar Rp, 714.170.880,-, mutasi tambah reklas dari persediaan sebesar Rp.
220.157.369,-, mutasi tambah kapitalisasi honorarium sebesar Rp. 24.530.000,-
, terdapat mutasi tambah reklas antar KIB sebesar Rp. 1.433.355.911,-, terdapat
mutasi tambah mutasi masuk sebesar Rp. 151.695.000,-, mutasi kurang
ekstrakomtabel sebesar Rp. 10.020.000,-, mutase kurang reklas ke beban jasa
sebesar Rp. 27.247.250,- dan mutase kurang reklas ke persediaan sebesar Rp.
15.875.750,-.
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3. Pada Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan pada Tahun 2020 mencapai perolehan asset tetap sebesar Rp.
43.492.405.619,-, nilai tersebut di peroleh dari pengadaan Gedung dan
Bangunan di Tahun 2019 sebesar Rp. 37.099.864.476,-, terdapat mutasi tambah
belanja modal dari APBD sebesar Rp. 3.659.451.174,-, mutasi tambah
kapitalisasi honorarium sebesar Rp. 4.820.000,-, mutasi tambah reklas antar
KIB sebesar Rp. 5.849.450.686,- , mutasi kurang reklas antar KIB sebesar Rp.
1.111.828.036,-,terdapat mutasi kurang reklas ektrakomtabel sebesar Rp.
2.009.352.681,-.

4. Untuk Jalan,Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2020 mencapai perolehan sebesar
Rp. 139.219.982.576,- nilai tersebut diperoleh dari mutasi tambah belanja
modal dari APBD sebesar Rp. 24.723.729.682,- mutasi tambah reklas antar
KIB sebesar Rp. 258.951.100,-, mutasi hibah dari Dirjen Cipta Karya
Kementrian PUPR sebesar Rp. 5.736.689.000,-, mutasi kurang reklas antar
KIB sebesar Rp. 6.804.270.526,-, mutasi kurang reklas ke persediaan sebesar
Rp. 106.806.850,-, mutasi kurang reklas ke beban jasa sebesar Rp.
171.744.906,-. Ditambah jalan,irigasi dan jaringan ditahun 2019 sebesar Rp.
115.583.435.076,-.

5. Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 mencapai perolehan sebesar Rp.
2.007.136.606,- nilai tersebut diperoleh dari asset tetap lainnya di tahun 2019
sebesar Rp. 1.974.268.391,-, kemudian terdapat mutasi tambah reklas antar KIB
dari KIB C ke KIB E sebesar Rp. 32.868.215,-.

6. Pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 mencapai perolehan
sebesar Rp. 690.066.900,-, nilai tersebut di peroleh dari Konstruksi Dalam
Pengerjaan di Tahun 2019 sebesar Rp. 528.367.400,- dan terdapat mutasi
tambah reklas antar KIB di tahun 2020 sebesar Rp. 161.699.500,-.

2.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.
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2.4

Pendapatan  Asli 312.670.000,00 427.540.000,00 | (114.870.000,00) 26,87
Daerah Lainnya

Jumlah 312.670.000,00 427.540.000,00 | (114.870.000,00) 26,87
Pendapatan  Asli

Daerah

Pendapatan Hibah 6.076.889.000,00 | 8.119.858.000,00 | (2.042.969.000,00) 25,16
Jumlah 6.389.559.000,00 | 8.547.398.000,00 | (2.157.839.000,00) 25,25
Pendapatan

Beban Pegawai 7.338.132.631,00 | 6.480.586.976,00 857.545.655,00 13,23
Beban Persediaan 2.902.319.869,00 | 3.166.417.380,00 | (264.097.511,00) 8,34
Beban Jasa 15.331.741.505,00 | 13.204.640.862,00 | 2.127.100.643,00 16,11
Beban 594.486.860,00 612.953.815,00 (18.466.955,00) 3,01
Pemeliharaan

Beban Perjalanan 647.166.112,00 | 2.051.979.142,00 | (1.404.813.030,00) 68,46
Dinas

Beban Bantuan 0,00 315.635.000,00 | (315.635.000,00) | 100,00
Sosial

Beban Penyusutan | 12.355.167.230,00 | 9.387.808.426,70 | 2.967.358.803,00 31,61
Beban Lain-lain 2.019.372.681,00 29.193.642,00 | 1.990.179.039,00 | 6.817,17
Jumlah Beban 41.188.386.888,00 | 35.249.215.243,70 | 5.939.171.644,30 16,85

Surplus/defisit dari operasi (Rp. 34.798.827.888,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan
Perubahan ekuitas ini juga menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2019 Ekuitas Awal Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
sebesar Rp. 110.034.776.601,-sedangkan pada Tahun 2020 Ekuitas Awal sebesar Rp.
151.176.475.549,00,-, LO pada tahun 2020 (Rp.
34.798.827.888,00,-) dan dari dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp. 52.544.624.508,00,- sehingga diperoleh Ekuitas Akhir
pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 168.922.272.169,00,-

terjadi  surplus/defisit — sebesar

terjadi  penambahan

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

Penyerahan Rusunawa Api-api masih dalam proses penandatanganan hibah yang kemudian akan
di serahkan ke Pemerintah Kota Bontang sedangkan pada Rusunawa Loktuan dan Guntung masih

dalam proses pengusulan dan pemeliharaan masih terdapat pada SNVT.
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PENJELASAN ATAS INFORMASI — INFORMASI NON
KEUANGAN OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbentuk
berdasarkan regulasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Ruang yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang
pertanahan yang sebelumnya urusan ini dibawah komando Dinas PU.

Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah
membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan,sedangkan Fungsi OPD yang tertuang
dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam rangka memenuhi Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya, Dinas

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi;
a.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b.  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum,
membawahi;
a.  Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman

b.  Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum
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4. Bidang Pertanahan, membawabhi;

a.  Seksi Pengadaan Tanah
b.  Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawabhi;
a.  Seksi Pertamanan
b.  Seksi Pemakaman

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2020 memiliki sumber daya manusia
sebanyak 69 (Enam Puluh Sembilan) orang, yang terdiri dari PNS 44 (Empat Puluh Empat) orang
dan Non PNS 25 (Dua Puluh Lima ) orang dan didukung dengan Tenaga Administrasi di bidang
pertanahan sebanyak 3 (Tiga) orang dan Pekerja Harian Lepas di bidang Pertamanan,
Pemakaman,Penerangan Jalan Umum dan Rusunawa sebanyak 247 (Dua Ratus Empat Puluh
Tujuh) orang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aset tetap, barang inventaris,

kendaraan dinas/operasional dan fasilitas lainnya.
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PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan
atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan
persepsi bagi para pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Bontang ini masih kurang sempurna, maka diharapkan dari seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan dapat bekerja sama dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi
yang terkendali.

Demikian Laporan Keuangan Akhir Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Bontang dapat disusun dan disajikan sehingga berguna bagi para Pengguna Laporan pada
umumnya dan bermanfaat bagi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah
Kota Bontang.

Bontang, 31 Desember 2020
Plt. Kepala Dinas,

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bontang

Yessy Waspo Prasetyo,SE
NIP. 197103072000031008
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

NERACA

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

REGISTER DAN BERITA ACARA PENUTUPAN KAS TA 2020

LAPORAN PENUTUPAN KAS PER DESEMBER 2020

FOTOCOPY REKENING KORAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2020
FOTOCOPY SURAT TANDA SETOR/BUKTI SETOR BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2020

BERITA ACARA REKONSILIASI BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2020

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH PER 31
DESEMBER 2020
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